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Fenomena maraknya tindakan kriminal di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Suburnya tindakan kriminal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan penguasa juga. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh preman identik dengan tindakan kekerasan fisik namun dengan seiring perubahan zaman maka preman juga mengalami perubahan modus dalam melakukuan tindakan kriminalnya yaitu dengan cara psikologis atau kejahatan secara halus tanpa melukai fisik korban. Namun tidak dipungkiri hingga saat ini kekerasan yang dilakukan oleh preman masih dilakukan dan masih banyak lagi seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan kriminal selain preman. Jakarta Barat yang merupakan salah satu wilayah yang ada di Porvinsi DKI, merupakan wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Banten yang cukup banyak memiliki tempat atau lokasi yang dianggap sebagai titik rawan oleh masyarakat karena seringnya terjadi aksi premanisme maupun kriminalias. Secara hukum ini menjadi tanggungjawab Polres Metro Jakarta Barat. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah : (1) Bagaimana  upaya Polres Metro Jakarta Barat untuk memberantas Premanisme & Kriminalitas  di wilayah hukum Jakarta Barat ? dan (2) Bagaimana upaya Polres Metro Jakarta Barat mengatasi kendala dalam memberantas premanisme dan kriminalitas di wilayah hukum Jakarta Barat ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang  tentang upaya Polres Metro Jakarta Barat untuk memberantas premanisme dan kriminalitas  di wilayah hukum Jakarta Barat dan upaya Polres Metro Jakarta Barat mengatasi kendala dalam memberantas premanisme dan kriminalitas di wilayah hukum Jakarta Barat, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Di wilayah Jakarta Barat, ada dua jenis penjahat, yakni berdasarkan kelompok suku maupun yang mengatasnamakan ormas. Mereka lah yang selama ini kerap melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Pihak Polres sudah menyiapkan strategi khusus dalam memberantas para penjahat itu. Pihak Polres akan memberikan  terapi dengan represif dalam rangka preventif. Polisi akan bertindak keras agar mereka takut dan jera.
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